
    

 

 

 

 

 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN WALI KOTA BATU 

NOMOR  24 TAHUN  2023 

 

TENTANG  

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA  

PEMERINTAH KOTA BATU TAHUN 2023-2026 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA BATU, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang 

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di 

Lingkungan Instansi Pemerintah dan sesuai dengan 

ketentuan BAB V dan BAB VIII Lampiran Peraturan Wali 

Kota Batu Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana 

Pembangunan Daerah Kota Batu Tahun 2023-2036, 

perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Indikator 

Kinerja Utama Pemerintah Kota Batu Tahun 2023-2026; 

 

Mengingat :   1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik  

Indonesia  Tahun  2001  Nomor 91, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);  

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

 

SALINAN 
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Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4614); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887); 

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang 

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama 

di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

9. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 

1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah; 

10. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 26 Tahun 2022 

tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Batu 

Tahun 2023-2036; 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG INDIKATOR 

KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BATU TAHUN 

2023-2026 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

 Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Batu. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu. 
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3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota 

Batu. 

5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Batu. 

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD 

adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD 

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah. 

7. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan 

atau program yang akan atau telah dicapai 

sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan 

kuantitas dan kualitas yang terukur. 

8. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat 

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan 

dan sasaran strategi organisasi. 

 

Pasal 2 

 

Tujuan penetapan IKU adalah: 

a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting 

dan diperlukan dalam menyelenggarakan 

manajemen kinerja secara baik; dan 

b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari 

pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategi 

Pemerintah Daerah yang digunakan untuk 

perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas 

kinerja. 

 

BAB II 

PENETAPAN IKU 

 

Pasal 3 

 

Penetapan IKU adalah sebagai berikut: 

a. IKU Pemerintah Daerah untuk menetapkan rencana 

kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan 

anggaran, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, 

dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai 

dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah 

Kota Batu Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; dan 

b. IKU PD merupakan acuan ukuran kinerja yang 

digunakan oleh masing-masing PD di lingkungan 

Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 
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Pasal 4 

 

(1) PD melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja 

dengan memperhatikan capaian IKU untuk 

melengkapi informasi yang dihasilkan dalam 

pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan 

kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. 

(2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan 

sederhana dengan meneliti fakta yang ada baik 

berupa kendala, hambatan, maupun informasi 

lainnya. 

(3) Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan 

evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh 

Kepala PD serta disampaikan kepada Wali Kota 

melalui Sekretaris Daerah. 

 

BAB III 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 

Pasal 5 

 

Dalam hal IKU menimbulkan dampak negatif terhadap 

kinerja PD secara keseluruhan, Kepala PD melaporkan 

kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah agar 

ditentukan pengembangan lebih lanjut. 

 

Pasal 6 

 

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan 

IKU, Wali Kota menugaskan Badan Perencanaan 

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 

Inspektorat, dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah di 

bawah koordinasi Sekretaris Daerah untuk: 

a. melaksanakan monitoring dan evaluasi 

akuntabilitas kinerja PD di lingkungan Pemerintah 

Daerah; dan 

b. memantau kemajuan pencapaian kinerja dan 

hasilnya digunakan sebagai dasar untuk perbaikan 

dan penerapan manajemen kinerja pada PD di 

lingkungan Pemerintah Daerah. 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 7 

 

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, 

Peraturan Wali Kota Batu Nomor 18 Tahun 2019 tentang 
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Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota 

Batu (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2019 Nomor 

28/E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 8 

 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu. 

 

Ditetapkan di Batu 

pada tanggal  22 Agustus   2023 
 

Pj. WALI KOTA BATU, 

 

ttd 
 

 

ARIES AGUNG PAEWAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2023 NOMOR 24/E 

Diundangkan di Batu 

pada tanggal 22 Agustus 2023 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU, 

 

ttd 
 

 

ZADIM EFFISIENSI 


